
B A B  V

P E N U T U P

Semua yang telah saya uraikan di dalam bab-bab 

yang terdahulu adalah merupakan has11 penelitian (studi) 

dilingkungan Wilayah Daerah Tingkat II Bojonegoro (Kantor 

Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro dan diwilayah dae

rah. Kecsuuatan Sugihwaras/Temayang ) dan di Kantor Dinas Pe* 

kerjaan Umum Propinsi Jawa Timur bidang Cipta Karya serta 

di Kantor BAPPEDA dan Biro Pembangunan Tingkat I Jawa Ti

mur Surabaya* dalam usaha saya mengumpulkan data-data re

gional untuk input dalam penyusunan skripsi ini, Maka pada 

akhirnya saya berkesimpulan bahwa :

1. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah* khususnya da

lam rangka persiapan rencana pelaksanaan pemekaran wila- 

yahnya telah benar-beaar berpedoman pada peraturan per- 

undangan yang berlaku*

2* Dalam undang-undang yang diberlakukan tersebut telah 

diatur bagaiiaana cara-cara melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan teratur, yang berdaya guna 

dan berhasil guna, yang sepenuhnya ditujukan kepada pe- 

1ayanan kebutuhan masyarakat.

9. Pelaksanaan rencana pemekaran wilayah tersebut adalah 

sebagai realisasi dari Pola Rencana Kota yang disesuai- 

kan dengan kondisi dan situasi daerah yang bersangkutan 

dan membutuhkan koordinasi seluruh perangkat pelaksana-
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d a ri t in g ka t  p a lin g  a tas  sampai p a lin g  bawah. 

k* Usaha menyadarkan masyarakat te rhadap masalah l i n g -  

* kungan hidupnya adalah merupakan fa kto r yang t id a k

bioa begitu Baja di abaikan oleh semua unsur yang ter- 

libat di dalam pelaksanaan pemekaran wilayah ternobut.

5. Pengaruh fungs i s t ru k tu r o rg a n is a s i yang d i dukung 

oleh tertib a d m in is t ra s in ya , amat menentukan keborha- 

silannya.

6. Belum adanya waste r p la n , t id a k  b e r ri rt i  akan tu rbeng- 

kelainya kog ia tan  pembangunan termasuk d i dalaranya 

usaha pemekaran w ila yah Kecamatan Sugihwaras /  Peman- 

tren Temayang te rs e b u t , o leh  ka rena penycmpurnaan ma- 

te rin y a  masih te ru s  d i  lakukan yang d i oesuaikan 

dengan kemajuan pembangunan re g io n a l maupun s e k to ra l.

7. Dukungan perimbangan keuangan pada saat i n i  belum mo- 

mungkinkan A*P.B*D. T ing ka t XI Bojonegoro se ca ra penuh 

menunjang pelaksanaan pemekaran, meskipun jada kenya- 

taannya kegiatannya te la h  d ila ksanakan se ja k modio 

tahun 1976.

8. Harnbatan-hmnbatan yang masih ada, uierut-akan . u itu  ha l 

yang harub d i  ha da p i  dan d i tanggu lang i sec. -ra elu:a- 

ma dan be rtahap dalam ponghapusannya, men in'.nt k».- 

adaan masyarakat dan g e o ; ra f is  daer^linya.

Adajmn sa ran-oa ran yan.* p e rlu  d i sa-i; ■. lu*-

mungkinan jangkauannya t e r la l u  sompit atau bMikan t t j rlu iu  

suka r d i te rim a o leh  pihak Pomurintah Daorah ’i‘ in kat II
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Bojonogoro untuk dilaksanakan adalah merupakan suatu 

beban yang harus di atasi secara seksama.

Saran-earan yang di maksudkan, tidak saja terha- 

dap ueaha pengembangan atau pemekaran wilayah daerah, 

naaiun meliputi setiap usaha pembangunan regionalnya.

Peningkatan partisipaei masyarakat dalam usahanya 

untuk menerima, mencerna dan melaksanakan peraturan per- 

undangan pemerintahan dan pembangunan socara akurat, hen- 

daknya di ciptakan suatu bentuk team ahli penerangan yang 

memadai dalam arti kwantitas maupun kwalitasnya, mengua- 

sai teknik-teknik pembangunan sesuai dengan bidangnya, 

sehingga arti the right man in the right plan akan murni 

terwujud, selain instansi / jawatan penerangan yang telah 

ada.

Selanjutnya perlu sekali mendaya gunakan seluruh 

potensi yang ada di dalam rangka penyebar luasan latar 

bolakang pembangunan serta tujuannya, yaitu dapat di~ 

tempuh cara-cara :

1. Melalui media tradisional, berupa pagelaran kesenian 

rakyat maupun pembentukan team-team safari, yang akan 

di pergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang 

yang di kuasainya.

2. Melalui media modern, berupa pars, radio, film dan 

teve, yang lebih di iingkatkan mutu penyajiannya dan 

dengan cara serta teknik yang mudah dimengerti.

3. Melalui media dakwah, tanpa tujuan-tujuan pollI is.
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Faktor lain yanf perlu mendapatkan sorotan adalah 

toaiDl 'belum adanya pembataean secara tegas atas penguasa- 

% n atau pemillkkan tanah-tanah agraris oleh sekelompok 

warga negara keturunan Gina berupa pendirlan bangunan-ba- 

nguna* gudang, oven-oven tembakau yang sebenarnya kurang 

uenguntungkan bahkan sangat meruglkan kehldupan para peta- 

Ikl penilik tanah serta kehldupan masyarakat sekitamya, 

n«tfca untuk menanggulangl hal Ini dlsarankan sebagai beri- 

kttt i

1, Pemberian penyuluhan aktif kepada petani pemilik tanah 

khusuanya, para buruh tani pada umumnya tentang kegu- 

naan tata tanah bagl sumber kehldupan keluarganya.

2* Apabila oeraang karena sltuasi dan keadaan yang memaksa 

Hangingat kebutuhan para petani sendiri, maka hendaknya 

pihak pemerintah khususnya Pemerintah Daerah meraberikan 

id sin terbatas hanya pada penggunaan sementara atas ta

nah tersebut dalam arti idzin bangunannya saja, dalam 

batas waktu yang telah ditentukan tanpa menyimpang dari 

dasar Ketentuan pokok No* tahun I960.

Mengenai lalu lintas jalan darat yang merupakan 

urat nadi perekonomian masyarakat perlu sekali diperhati- 

kan cara pelakaanaannya. Pemasangan rambu-rambu jalan se- 

harusnya diperhatlkan cara penempatannya dan perlu diting

katkan perxgadaaanya menglngat usaha pelestarian pemakaian. 

Peng Integrasian yang dinamis dalam menanggulangl keamanan 

jalan* antara petugas pengaman jalan dan pemakai jalan se*
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cara konsekwea mentaati peraturan perundangan yang ber- 

laku*

Kemudian dalam hubungannya dangan pengelolaan ke- 

uangan daerah sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan peme

rintahan dan pembangunan di daerah, hendaknya cara/teknik 

pemungutan pajak-pajak sebagai pos penerimaannya dilakukan 

ae-intensip mungkin dengan jalan memperbalki cara/teknik 

lama yang kurang menguntungkan* Penlngkatan mutu pengawas 

keuangan untuk menoegah adanya usaha penghindaran pajak 

dan penyelewengan-penyelewengan oleh aparat pelaksana peme 

rin tahan dan pembangunan. Pos-pos pengeluarannya agar di- 

taliti sasarannya sepanjang memenuhi kebutuhan masyarakat 

dengan Jalan pemenuhan Panca Tertib, yaitu : tertib pro

gram ; tertib anggaran ; tertib administrasi ; tertib pe

laksanaan ; tertib pengendalian/pengawasan*

Akhlrnya hertolak pangkal pada tugas, kewajiban, 

eerta wewenang-wewenang senua perangkat yang terlibat di 

dalam rencana pemekaran wilayah daerah tersebut dari ese- 

lon yang paling atas sampai eselon yang paling bawah di- 

perlukan adanya satu kata dan perbuatan.


